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Mantan menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA - Langkah tegas diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
memberantas praktik dugaan korupsi yang menyangkut ibadah suci umat Islam.
Hingga kini, tak kurang dari 350 biro penyelenggara haji, atau yang dikenal
sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), telah dipanggil dan diperiksa
oleh lembaga antirasuah tersebut. Pemeriksaan intensif ini merupakan bagian
krusial dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota serta
penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kementerian Agama untuk periode
tahun 2023 hingga 2024.

"Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 350 travel (biro penyelenggara haiji,)
yang diperiksa," ujar juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi
Prasetyo, mengutip dari Antara, pada Selasa, 11 November 2025.

Sorotan terbaru dalam rangkaian pemeriksaan ini tertuju pada sejumlah biro haji
yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Pekan lalu,
mereka menjadi pihak terakhir yang dimintai keterangan oleh KPK. Fokus utama
pemeriksaan ini adalah untuk menggali informasi lebih dalam dari para
penyelenggara perjalanan ibadah haji sekaligus menghitung secara akurat
potensi kerugian yang dialami oleh negara.

Bagi PIHK yang belum sempat memenuhi panggilan pemeriksaan, KPK
menegaskan akan menjadwalkan ulang. Hal ini dilakukan demi memastikan
setiap jejak informasi yang berharga tidak terlewatkan dalam proses penyidikan
yang sedang berlangsung.

Penegasan ini disampaikan oleh Budi Prasetyo, yang menekankan bahwa setiap
keterangan yang diberikan oleh para biro penyelenggara haji sangat dibutuhkan
dalam mendalami perkara dugaan korupsi kuota haji. Upaya ini menunjukkan
keseriusan KPK dalam mengungkap tuntas kasus yang berpotensi merugikan
banyak pihak, termasuk jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji. (PERS)



